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VISI 

MISI 

SASARAN 

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia 
yang Agung

g  

 

Terwujudnya kepercayaan publik atas 
layanan peradilan  

 

Terwujudnya dukungan pelaksanaan 
tugas Mahkamah Agung 

 

Terwujudnya proses peradilan yang 
pasti,transparan, dan akuntabel  

 

Meningkatnya kepatuhan terhadap 
Putusan Pengadilan 

 

Meningkatkan akses peradilan bagi 
mastyarakat miskin dan terpinggirkan 

 

Peningkatan efektifitas pengelolah 
penyelesaian perkara 

 

 

 

Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategi Pengadilan Negeri Dumai Selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung 

 

P
IM

P
IN

A
N

 
K

ET
U

A
/W

A
K

IL
 K

ET
U

A
 

TUJUAN 

PROGRAM 

SASARAN 

INDIKATOR 

Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Dumai Meningkatnya efektivitas penyelesaian pengelolaan perkara 

Penegakan dan Pelayanan Hukum Dukungan Manajemen 

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, 
transparan dan akuntabel 

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat 
Miskin dan terpinggirkan 

Meningkatnya kepatuhan terhadap 
putusan Pengadilan 

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara 

1. Persentase perkara yang diselesaikan 
tepat waktu 

2. Jumlah putusan yang menggunakan 
pendekatan keadilan restorative 

3. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum banding 

4. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum kasasi 

5. Persentase perkara pidana anak yang 
diselesaikan dengan diversi 

6. Index persepsi pencari keadilan yang 
puas terhadap layanan peradilan 

1. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

2. Persentase perkara yang 
diselesaikan di luar gedung 
Pengadilan 

3. Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang mendapat 
layanan bantuan hukum (posbakum) 

1. Persentase putusan Perkara perdata 
yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

1. Persentase salinan putusan 
yang disampaikan ke para 
pihak tepat waktu 

2. Persentase Perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi 

Eselon III (Panitera) Hakim Eselon III (Sekretaris) Hakim Eselon III (Panitera) Eselon III (Panitera) Hakim Eselon III (Panitera) 
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Menerima, memutus dan menyelesaikan perkara Melaksanakan tugas pengawasan 

Terlaksananya efektivitas dalam menerima, memutus dan menyelesaikan 
perkara yang diterima 

Terlaksananya pengawasan bidang 

Persentase perkara yang diterima, diputus dan diselesaikan tepat waktu Persentase pengawasan bidang yang ditindaklanjuti 

 
 
 
 
 

 PANITERA 
Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta 
penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara secara efektif dan efisien 

Peningkatan penyelesaian perkara dan index persepsi pencari keadilan yang puas 
terhadap layanan pengadilan 

1. Persentase pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelkasanaan 
tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis yang ditindaklanjuti; 

2. Persentase pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata dan pidana 
yang tepat waktu; 

3. Persentase pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan tepat waktu; 
4. Persentase penyajian data perkara yang disajikan secara transparan dan tepat 

waktu; 
5. Persentase penyelesaian administrasi keuangan perkara yang transparan, 

akuntabel dan tepat waktu; 
6. Persentase penyelsaian minutasi perkara dan pengelolaan arsip perkara; 
7. Persentase pelaksanaan eksekusi perkara; 
8. Persentase pelaksanaan pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; 
9. Persentase pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan yang 

dilaksanakan tepat waktu. 

SEKRETARIS 
Melaksanakan organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana 

secara efektif dan efisien 

Peningkatan pemberian dukungan di bidang administrasi dan index persepsi pencari 
keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan 

1. Persentase pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan 
program dan anggaran; 

2. Persentase pelaksanaan urusan kepegawaian; 
3. Persentase pelaksanaan urusan keuangan; 
4. Persentase pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan 

tata laksana; 
5. Persentase pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 
6. Persentase pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah 

tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan; 
7. Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan 

yang tepat waktu dan ditindaklanjuti; 
8. Persentase pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri 

yang dilaksanakan tepat waktu. 
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Pimpinan Pimpinan 

Pimpinan (Sasaran 1) Pimpinan (Sasaran 3) Pimpinan (Sasaran 4) Pimpinan (Sasaran 1) Pimpinan (Sasaran 2) 

Eselon IV (Bagian Kepaniteraan) Eselon IV (Bagian Kesekretariatan) Crosscutting (Panitera dengan Sekretaris) 
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PANMUD PERDATA 
Melaksanakan administrasi 
perkara di bidang perdata 

 

PANMUD PIDANA 
Melaksanakan administrasi perkara 

di bidang pidana 

PANMUD HUKUM 
Melaksanakan administrasi perkara di 

bidang hukum 

PANITERA PENGGANTI 
Melaksanakan dukungan 

persidangan 

JURUSITA 
Melaksanakan dukungan 

Terlaksananya administrasi 
perkara dibidang perdata secara 
efektif 

1. Persentase pemeriksaan dan 
penelaahan kelengkapan berkas 
perkara perdata yang tepat 
waktu; 

2. Persentase registrasi perkara 
perdata yang tepat waktu; 

3. Persentase distribusi perkara 
perdata secara tepat waktu; 

4. Persentase pemberitahuan isi 
putusan tingkat pertama 
kepada para pihak yang tidak 
hadir; 

5. Persentase penyampaian 
pemberitahuan putusan tingkat 
banding, kasasi dan peninjauan 
kembali kepada para pihak; 

6. Persentase penerimaan dan 
pengiriman berkas perkara yang 
dimohonkan banding, kasasi 
dan peninjauan kembali; 

7. Persentase pelaksanaan 
penerimaan konsinyasi; 

8. Persentase pelaksanaan 
penerimaan permohonan 
eksekusi; 

9. Persentase pelaksanaan 
penyimpanan berkas perkara 
yang belum mempunyai 
kekuatan hukum tetap; 

10. Persentase pelaksanaan 
penyerahan berkas perkara 
yang sudah berkekuatan hukum 
tetap kepada Kepaniteraan 
Hukum; 

Terlaksananya administrasi perkara di 
bidang pidana secara efektif 

1. Persentase pemeriksaan dan 
penelaahan kelengkapan berkas 
perkara pidana yang tepat waktu; 

2. Persentase register perkara 
pidana yang tepat waktu; 

3. Persentase distribusi perkara 
pidana secara tepat waktu; 

4. Persentase penerimaan dan 
pengiriman berkas perkara yang 
dimohonkan banding, kasasi dan 
peninjauan kembali; 

5. Persentase pelaksanaan 
pemberitahuan isi putusan tingkat 
pertama kepada para pihak yang 
tidak hadir; 

6. Persentase persetujuan izin 
penyitaan/penggeledahan dan 
perpanjangan penahanan melalui 
e-Berpadu; 

7. Persentase pelaksanaan verifikasi 
izin besuk melaui e-Berpadu; 

8. Persentase pelaksanaan 
pemberitahuan putusan tingkat 
banding, kasasi dan peninjauan 
kembali  kepada jaksa dan 
penasehat hukum; 

9. Persentase penyimpanan berkas 
perkara yang belum mempunyai 
kekuatan hukum tetap; 

10. Persentase penyerahan berkas 
perkara yang sudah berkekuatan 
hukum tetap kepada kepaniteraan 
Hukum; 

11.  Persentase pelaksanaan WASMAT 
ke rutan/lapas. 

Terlaksananya pengelolaan data perkara 
pengarsipan, humas dan pelaporan 

1. Persentase  pengelolaan data 
perkara yang akurat; 

2. Persentase penyajian statistik 
perkara yang akurat; 

3. Persentase penyusunan dan 
pengiriman pelaporan perkara 
yang terdokumentasi baik dan 
tepat waktu; 

4. Persentase penataan, 
penyimpanan dan pemeliharaan 
Arsip perkara yang 
terdokumentasi baik; 

5. Persentase penanganan 
informasi; 

6. Persentase penaganan pengaduan 
yang ditindaklanjuti secara tepat 
waktu. 

Terlaksananya dukungan 
persidangan 

1. Persentase 
penerimaan berkas 
perkara; 

2. Persentase mencatat 
jalannya sidang 
pengadilan; 

3. Persentase membuat 
berita acara sidang; 

4. Persentase minutasi 
perkara. 

Terlaksananya dukungan 
persidangan 

1. Persentase membuat 
relaas panggilan dan 
pemberitahuan; 

2. Persentase membuat 
penetapan Aanmaning; 

3. Persentase 
melaksanakan Sita 
Eksekusi; 

4. Persentase 
melaksanakan 
Eksekusi; 

5. Persentase 
mendampingi Majelis 
Hakim melaksanakan 
pemeriksaaan 
setempat; 

6. Persentase 
menyampaikan 
penawaran 
pemberitahuan 
konsinyasi. 

KEGIATAN 

SASARAN 

INDIKATOR 

Pelaksana Bagian Kepaniteraan  Crosscutting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan) 
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Eselon III (Sekretaris) 

KASUBBAG PTIP 
Melaksanakan Penyiapan 
Bahan Pelaksanaan Urusan 
Perencanaan,TI dan 
Pelaporan 

KASUBBAG UMUM DAN 
KEUANGAN 

Melaksanakan Penyiapan Bahan 
PcIaksanaan Umum dan 
Keuangan 

KASUBBANG KEPEGAWAIAN 
Melaksanakan Penyiapan 
Bahan Peraksanaan Urusan 
Kepegawaian, Penataan Ortala 

PRANATA KOMPUTER 
 

Melaksanakan 
kegiatan teknologi 
lnformasi berbasis 
komputer 

PRANATA KEUANGAN 
APBN 

Melaksanakan kegiatan 
analis pengelolaan 
keuangan 
 
 

ARSIPARIS 
Melaksanakan 
kegiatan arsiparis 
 
 

Terlaksananya penyiapan 
bahan pelaksanaan urusan 
Perencanaan, Tl dan 
Pelaporan 

Terlaksananya Penyiapan Bahan 
Petaksanaan Urnum dan 
Keuangan 

Terlaksananya Penyiapan 
Bahan Pelaksanaan Urusan 
Kepegawaian, Penataan Orta1a 

Terlaksananya 
kegiatan teknologi 
informasi  berbasis 
komputer 

Terlaksananya kegiatan 
analis pengelolaan 
keuangan 

Terlaksananya 
keglatan arsiparis 
 

1. Persentase penyiapan 
bahan pelaksanaan. 
program, dan anggaran 
yang terlaksana secara 
berkualitas dan tepat 
waktu; 

2. Persentase pengelolaan 
teknologi informasi,dan 
statistik yang terlaksana 
secara berkualitas dan 
tepat waktu; 

3. Persentase pelaksanaan  
pemantauan, evaluasi 
dan dokumentasi serta 
pelaporan yang 
terlaksana secara 
berkualitas dantepat 
waktu. 

1. Persentase penyiapan 
pelaksanaan urusan surat 
menyurat, arsip, 
perlengkapan, rumah tangga, 
keamanan, keprotokolan, 
hubungan masyarakat, 
perpustakaan yang 
terlaksana secara berkualitas 
dan tepat waktu; 

2. Persentase pelaksanaan  
perawatan dan pemeliharaan 
gedung, sarana dan 
prasarana yang terlaksana 
secara berkualitas dan tepat 
waktu; 

3. Persentase pelaksanaan 
pengelolaan anggaran, 
perbendaharaan akuntansi 
dan verifikasi, pengelolaan 
barang milik negara serta 
pelaporan keuangan yang 
terlaksana secara berkualitas 
dan tepat waktu. 

1. Persentase penyiapan 
bahan pelaksanaan 
penyusunan  formasl, 
pendataan dan 
pengembangan pegawai, 
pengusulan kenaikan 
pangkat, pemindahan dan 
mutasi, pengusulan 
pemberhentian dan 
pensiun serta pengelolaan 
Sasaran Kerja Pegawai, 
administrasi jabatan 
fungsionar, dan pengurusan 
BPJS dan disiplin 
pegawal,serta penyusunan 
laporan kepegawalan yang 
terlaksana secara 
berkualitas dan tepat waktu 

2. Persentase pelaksanaan  
organisasl dan tata laksana 
yang terlaksana secara 
berkualitas dan tepat 
waktu. 

1. Persentase 
perancangan 
pengembangan TI 
yang 
terdokumentasi; 

2. Persentase 
pengembangan 
sistem informasi 
yang 
terdokumentasi; 

3. Persentase 
pemantauan 
kinerja TI yang 
terdokumentasi 
dan 
ditindaklanjuti. 

1. Persentase 
pengelotaan uang 
persedian yang 
akuntabel; 

2. Persentase 
pengelolaan 
pembayaran yang  
akuntabel dan tepat 
waktu; 

3. Persentase 
pemungutan atau 
pembayaran atas 
kewajiban kepada 
negara yang akuntabel 
dan tepat waktu; 

4. Persentase laporan 
pertanggung jawaban 
keuangan yang 
akuntabel dan tepat 
waktu. 

Persentase 
pelaksanaan 
kegiatan 
pengelolaan arsip. 

KEGIATAN 

SASARAN 

INDIKATOR 

Pelaksana Bagian Kesekretariatan Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan) 
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PELAKSANA KEPANITERAAN PERDATA 
Melaksanakan administrasi 
perkara dibidang perdata 

PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA  
Melaksanakan administrasi 

perkara dibidang pidana 
 

PELAKSANA KEPANITERAAN HUKUM 
Melaksanakan administrasi  

perkara dibidang hukum 
 

Terlaksananya administrasi perkara dibidang perdata 
secara efektif dan efisien 

 

Terlaksananya administrasi perkara dIbidang pidana secara 
efektif 

 

Terlaksananya pengolahan data perkara 
pengarsipan, humas dan pelaporan 

 

1. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan 
Kelengkapan Berkas Perkara Perdata; 

2. Melaksanakan RegIstrasi Perkara  Gugatan dan 
Permohonan; 

3. Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di 
Register untuk diteruskan kepada Ketua  Majelis 
Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan  Haklm 
dari Ketua Pengadilan Negeri Dumai; 

4. Melaksanakan Penerimaan Kembali berkas Perkara 
yang sudah Diputus dan Diminutasi 

5. Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat 
Pertama kepada Para Pihak yang Tidak Hadir; 

6. Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan 
Putusan Tingkat Bandlng,. Kasasi dan Peninjauan 
Kembalir kepada para pihak; 

7. Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman berkas 
Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan 
Peninjauan Kembali; 

8. Melaksanakan Pengawasan terhadap 
Pemberitahuan isi Putusan upaya hukum kepada 
para Pihak dan Menyampaikan Relaas Penyerahan  
isi putusan kepada Pengadilan Tinggl Riau dan 
Mahkamah Agung; 

9. Melaksanakan Penerimaan Konsinyasi; 
10. Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi; 
11. Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang 

belum mempunyal Kekuatan Hukum Tetap; 
12. Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang 

sudah berkekuatan Hukum Tetap kepada Panitera 
Muda Hukum. 

1. Menerima dan memberi nomor berkas Perkara Pidana Biasa dari 
JPU; 

2. Menerima pelimpahan berkas Perkara acara pemeriksaan singkat 
dari JPU dan meneruskan ke KPN/WKPN melalui Panitera; 

3. Menerima dan meneliti berkas Pidana cepat dari penyidik; 
4. Menerima dan meneliti berkas Pidana lalu lintas dari penyidik; 
5. Menerima, meneliti dan memberi nomor berkas Perkara pidana 

anak; 
6. Menerima permohonan penetapan diversi dari penyidik/JPU dan 

memeriksa kelengkapan permohonan dan persyaratan; 
7. Memeriksa draft penetapan diversi untuk ditandatangani KPN; 
8. Menerima permohonan praperadilan dan meneliti kelengkapan; 
9. Menerima permohonan banding dari pembanding; 
10. Menerima berkas yang dimohonkan Banding dari Panitera 

Pengganti/Minutasi; 
11. Menerima dan memeriksa memori Banding atau kontra memori 

Banding; 
12. Menerima permohonan Kasasi; 
13. Memeriksa persyaratan formil permohonan pernyataan Kasasi; 
14. Menerima permohonan serta alasan Peninjauan Kembali dari JPU 

atau terpidana/ahli waris; 
15. Menerima berkas perkara dari Mahkamah Agung dan input SIPP; 
16. Menerima surat salinan permohonan Grasi yang ditujukan kepada 

Presiden dan terpidana atau kuasa hukumnya atau keluarga 
terpidana untuk diteruskan kepada KPN/WKPN melalui Panitera; 

17. Meneliti permohonan apakah memenuhi syarat formal atau tidak 
18. Menerima, meneliti surat permohonan izin persetujuan 

penyitaan/penggeledahan dari penyidik; 
19. Menerima, meneliti surat permohonan perpanjangan penahanan 

dari penyidik/JPU; 
20. Menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan kepada 

pemohon; 
21. Memeriksa kelengkapan berkas. 

 

1. Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan 
dan Penyajian Data Perkara; 

2. Melaksanakan Penyajian  Statistik Perkara; 
3. MeIaksanakan Penyusunan dan Pengiriman 

Pelaporan Perkara; 
4. Melaksanakan Penataan, Penyimpanan dan 

Pemeliharaan Arsip Perkara; 
5. Melaksanakan Penyiapan, Pengelolaan dan 

Penyajian Bahan-bahan yang berkaitan 
dengan Transparansi Perkara; 

6. Melaksanakan Penghimpunan Pengaduan 
dari masyarakat. 

Pejabat Eselon IV (Bagian Kepaniteraan) 

KEGIATAN 

SASARAN 

INDIKATOR 

Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan) 
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Pejabat Eselon IV (Bagian Kesekretariatan) 

PELAKSANA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI 
DAN PELAPORAN  

Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan 
Urusan Perencanaan, Teknologi Informasl dan 

Pelaporan; 

PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM & KEUANGAN  
Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan  Umum dan 

Keuangan; 
 
 

PELAKSANA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA  
Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan 
Kepegawalan, Penataan Organisasi dan Tata Laksana; 

 
 

Terlaksananya Penyiapan Bahan Pelaksanaan 
Urusan Perencanaan, Teknalogi Informasi dan 
Pelaporan 

 

Terlaksananya Penyiapan bahan Pelaksanaan  Umum dan 
Keuangan   

  
 

Terlaksananya Penyiapaan Bahan Pelaksanaan Urusan 
Kepegawaian, Penaaan Organisasi dan Tata Laksana; 

 

1. Pengajuan Perencanaan Anggaran DIPA; 
2. Pengajuan Revisl Anggaran DIPA; 
3. Melakukan Sinkronisasi SIPP Ke MIS, 

Server Mahkamah Agung, Pengadlian 
Tinggi dan Website; 

4. Melakukan Backup Database SIPP; 
5. Pengelolaan Aplikaai SIPP, e-Court dan E-

Berpadu; 
6. Melakukan Pengiriman Putusan Ke 

Direktori Putusan MA; 
7. Melakukan Update Informasi Konten 

Website dan Media Sosial; 
8. Pengelolaan Jaringan LAN dan Jaringan 

Internet; 
9. Pemeliharaan Infrastruktur TI; 
10. Penyusunan Laporan Tahunan; 
11. Penyusunan Laporan SAKIP (IKU, Renstra, 

Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, 
Rencana Aksi Kinerja dan LKjIP); 

12. Penginputan Data E-Monev Bappenas; 
13. Penginputan Data E-Sakip Komdanas MA 

RI; 
14. Membuat monev capaian kinerja Sakip per 

triwulan. 

1. Persentase pencatatan data kepegawaian secara elektronik 
berhubungan dengan belanja pegawai tepat waktu; 

2. Persentase perubahan data yang tercantum pada SK untuk 
mendapat tunjangan keluarga yang tepat waktu; 

3. Persentase pembuatan daftar  GI, GS,KG, terusan 
penghasilan/gaj, uang muka gaji, uang lembur, ,UM, honorarium, 
dan perhitungan BP lainnya yang tepat waktu. 

4. Persentase permintaaan BP, ADK perubahan data pegawai, ADK 
BP, daftar perubahan data pegawai kepada PPK yang tepat 
waktu; 

5. Persentase pembuatan surat keterangan penghentian 
pembayaran (SKPP) yang tepat waktu; 

6. Persentase pengajuan SPM dan beserta Iampiran SPP yang akurat 
dan tepat waktu.  

7. Persentase penomoran surat keluar yang tepat waktu; 
8. Persentase penginputan persediaan yang akurat dan tepat 

waktu; 
9. Persentase distribusi surat masuk sesuai bidangnya tepat waktu; 
10. Persentase pembuatan SK penggunaan BMN yang tepat waktu; 
11. Persentase persiapan rapat dan pelantikan tepat waktu; 
12. Persentase pembuatan laporan dan monitoring pemeliharaan 

aset BMN yang akuntabel dan tepat waktu; 

13. Persentase kegiatan penyajian Inforrnasi dan pengumpulan 
dokumentasi; 

14. Persentase Perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan 
prasarana, perlengkapan, belanja ATK dan keperluan kantor 
lainnya yang akuntabel dan tepat waktu; 

15. Persentase pengiriman surat-surat melalui POS dan jasa 
expedisi lainnya yang tepat waktu. 

1. Melaksanakan usulan kenaikan pangkat Hakim dan 
Pegawai; 

2. Menyelesaikan surat kenaikan gaji berkala Hakim dan 
Pegawai 

3. Melaksanakan pengelolaan cuti Hakim dan Pegawai; 
4. Menyelesaikan dokumen pelantikan dan/atau 

pengambilan sumpah jabatan; 
5. Melaksanakan pengelolaan SKP dan Capaian Kinerja; 
6. Melaksanakan monitoring data dan dokumen melalui 

aplikasi SIKEP; 
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan BAPERJAKAT 
8. Melaksanakan penyiapan daftar hadir masuk dan 

pulang; 
9. Melaksanakan evaluasi; 
10. Melaksanakan dokumentasi serta penyusunan laporan; 
11. Menyiapkan surat rekomendasi Tim Pemeriksa 

Penegakan Disiplin Pegawai; 
12. Menyiapkan pengantar Hukuman Disiplin Hakim dan 

Pegawal; 
13. Melaksanakan Analisis Jabatan dan Beban Kerja; 
14. Melaksanakan penyiapan Daftar Urutan Kepangkatan 

(DUK); 
15. Melaksanakan penyiapan Daftar Urutan Senioritas 

(DUS); 
16. Melaksanakan penyiapan Bezetting Hakim dan Pegawai; 
17. Melaksanakan penataan dokumen kepegawaian; 
18. Melaksanakan Organisasi dan Tata Laksana. 

Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan) 


